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Pasal 50 UU Perseroan Terbatas: “Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar
pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan alamat pemegang saham; b. jumlah,
nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal
dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; c. jumlah yang disetor atas setiap saham; d. nama dan
alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai
penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan
fidusia tersebut; e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (2).” Pasal 52 UU Perseroan Terbatas: (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: a.
menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan
hasil likuidasi; c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. (2) Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama
pemiliknya. Pasal 55 UU Pasar Modal Tjiptono Darmadji,Op.Cit., hlm.167. Iman Syahputra,Aspek Hukum
Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : Ghalia, 2008), hal 22. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal Committee on Payment and Settlement Systems - Technical Committee of the
International Organization of Securities Commissions, “Principle for Financial Market Infrastructures”
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Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Ibid. Ibid Pasal 48 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Persyaratan
kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang
ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa
“Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya”. Selanjutnya dalam
Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan pula
bahwa Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan
kebutuhan. http://www.sec.gov/answers/escheat.htm Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014
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Abstrak
PT Kustodian Sentral efek Indonesia (KSEI) berencana menerapkan dematerialisasi penuh Efek Bersifat Ekuitas
berupa saham di Pasar Modal sebagai upayanya dalam memenuhi rekomendasi CPSS-IOSCO untuk penerapan
dematerialisasi secara menyeluruh untuk Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Modal Indonesia. Sebagaimana bunyi pada
Principles of Financial Market Institution (PFMI) principle 11 yang menyebutkan bahwa “A CSD should maintain securities
in an immobilised or dematerialised form for their transfer by book entry. Where appropriate, a CSD should provide incentives to
immobilise or dematerialise securities”. Dengan dematerialisasi penuh terhadap Efek berupa saham, semua saham akan
tersimpan di KSEI. Dalam praktiknya saat ini, penatausahaan Efek Emiten masih dilakukan oleh beberapa pihak
yaitu KSEI, Biro Administrasi Efek, dan Emiten itu sendiri (jika Emiten memutuskan untuk mengadministrasikan
Efeknya sendiri). Penatausahaan Efek yang masih dilakukan oleh beberapa pihak tersebut dikarenakan masih
terdapatnya Efek Bersifat Ekuitas berupa saham dalam bentuk warkat. Dengan diterapkannya dematerialisasi Efek
maka akan memberikan memberikan banyak manfaat kepada pihak-pihak yang terkait seperti investor, Kustodian,
Emiten dan khususnya kepada industri Pasar Modal itu sendiri, yaitu meningkatkan likuiditas pasar. Namun dalam
penerapan dematerialisasi Efek ini pasti akan membutuhkan penyesuaian dari sisi regulasi maupun peran-peran
dari pihak-pihak tersebut. Penerapan dematerialisasi Efek ini selain dilihat dari tujuannya, terdapat pula persoalan
saham-saham Emiten yang dimiliki oleh pemegang saham yang dititipkan di Kustodian dalam bentuk warkat,
namun nasabah dimaksud kemudian tidak melakukan pengkinian data, tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui
keberadaannya untuk dipanggil agar memenuhi kewajibannya kepada Kustodian (unclaimed asset).
Kata Kunci: Dematerialisasi Efek, Saham, Kustodian, Unclaimed Assets.

Abstract

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) plans to implement full dematerialization of Equity Securities in the form of shares in
the Capital Market as an effort to comply with the CPSS-IOSCO recommendation for a comprehensive dematerialization of Equity
Securities in the Indonesian Capital Market. As stated in the Principles of Financial Market Institution (PFMI) principle 11 which
states that “A CSD should maintain securities in an immobilized or dematerialized form for their transfer by book entry. Where
appropriate, a CSD should provide incentives to immobilize or dematerialise securities”. With the full dematerialization of Securities
in the form of shares, all shares will be kept in KSEI. In practice today, the Issuer Securities administration is still carried out by
several parties, namely KSEI, the Securities Administration Bureau, and the Issuer itself (if the Issuer decides to administer its own
Securities). Securities administration that is still being carried out by these parties is due to the presence of Equity Securities in the form
of scripted shares. With the implementation of fully securities dematerialization, it will provide many benefits to related parties such as
investors, custodians, issuers and especially to the capital market industry itself on increasing market liquidity. However, the
implementation of securities dematerialization, adjustments will be definitely required in terms of regulations and the roles of these
parties. Apart from being viewed from its objective, the application of securities dematerialization is the issue of Issuer shares owned by
shareholders who are deposited at the Custodian in scrip form, however the client does not update data, cannot be contacted and their
whereabouts are not known to be summoned to fulfill their obligations. to the custodian (unclaimed asset).
Keywords: Securities Dematerialization, Shares, Custody, Unclaimed Assets.

I. PENDAHULUAN:
1. Latar Belakang
PT Kustodian Sentral efek Indonesia (KSEI) berencana menerapkan
dematerialisasi penuh Efek Bersifat Ekuitas berupa saham di Pasar Modal. Hal tersebut
dilakukan untuk mendorong likuiditas perdagangan serta upayanya dalam memenuhi
rekomendasi CPSS-IOSCO untuk penerapan dematerialisasi secara menyeluruh untuk Efek
Bersifat Ekuitas di Pasar Modal Indonesia. Sebagaimana bunyi pada Principles of Financial Market
Institution (PFMI) principle 11 yang menyebutkan bahwa “A CSD should maintain securities in an
immobilised or dematerialised form for their transfer by book entry. Where appropriate, a CSD should provide
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incentives to immobilise or dematerialise securities”. Dengan dematerialisasi penuh saham, semua saham
akan tersimpan di KSEI.
Dematerialisasi Efek bertujuan untuk meniadakan penyerahan fisik sertifikat efek dalam
proses penyelesaian transaksi dan menggantinya dengan proses pemindahbukuan. Dengan
dematerialisasi Efek, Efek dalam bentuk fisik sama sekali ditiadakan dan digantikan secara legal
dengan data elektronik. Dengan ini pelaku pasar tidak lagi mendapatkan sertifikat efek dalam
bentuk fisik. Penerapan dematerialisasi efek dalam pasar modal dapat meningkatkan cost untuk
mendukung sistem Kustodian, tetapi dapat meningkatkan penghematan biaya dalam perusahaan
efek karena tidak diperlukan lagi tempat penyimpanan fisik Efek.
Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan penjelasannya
menyatakan bahwa pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham dan pemegang saham
diberikan kebebasan dalam menentukan bentuk bukti kepemilikan saham yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhannya. Pasal 50 ayat (1)1 dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat
(2)2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan
Terbatas), mengatur pencatatan atas kepemilikan saham dalam daftar pemegang saham
diadakan dan disimpan oleh Direksi perseroan.UU Perseroan Terbatas memberikan
kewenangan bagi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk mengatur lain
bagi Perseroan Terbuka, sepanjang Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang
mengecualikan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan asas hukum
Perseroan dalam UU Perseroan Terbatas.
Bila ditelaah dari regulasi di bidang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) tidak mewajibkan Emiten dan/atau Perusahaan Publik
untuk mencatatkan Efeknya di Bursa Efek dan mengadmintrasikannya di Penitipan Kolektif
KSEI. Dalam UU Pasar Modal hanya diatur bahwa penyelesaian transaksi bursa dapat
dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan (book entry settlement) yang dalam hal ini dapat
dilakukan secara elektronik, sedangkan penyelesaian transaksi bursa secara fisik dilakukan
langsung oleh setiap Perantara Pedagang Efek yang melakukan transaksi, berdasarkan serah
terima fisik warkat Efek dan cara lainnya yang disebut dalam pasal yang mengatur mengenai
penyelesaian transaksi bursa.3
Dengan menerapkan dematerialisasi atas Efek berupa saham, penyelesaian transaksi
dilakukan secara pemindahbukuan (book entry settlement) yaitu perpindahan Efek maupun dana
hanya melalui mekanisme debit kredit atas suatu rekening efek (securities account) yang tanda bukti
1 Pasal 50 UU Perseroan Terbatas: “Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar
pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya
dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham
atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal
pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).”
2 Pasal 52 UU Perseroan Terbatas:
(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar
pemegang saham atas nama pemiliknya.
3 Pasal 55 UU Pasar Modal
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kepemilikan Efeknya tidak lagi akan berbentuk fisik sertifikat Efek, tetapi diwujudkan dalam
rekening Efek pada KSEI.4
Dengan diberikannya kebebasan pada Emiten dan/atau Perusahaan Publik untuk
mencatatkan/tidak Efeknya pada Bursa Efek dan mengadministrasikan/tidaknya Efek pada
KSEI, membuat penerbitan Efek-Efek ini masih dimungkinkan diterbitkan dalam bentuk
warkat. Sehingga dalam praktiknya saat ini, pengadministrasian Efek Emiten dapat ditemukan
pada beberapa pihak yaitu di KSEI, Biro Administrasi Efek, dan Emiten itu sendiri (jika Emiten
memutuskan untuk mengadministrasikan Efeknya sendiri). Pengadministrasian Efek yang
dilakukan oleh pihak-pihak tersebut sampai saat ini belum memiliki sistem pengintegrasian
pengadministrasian Efek. Sehingga dengan adanya banyak pihak yang melakukan fungsi
administrasi Efek, perlu ditinjau bagaimana penerapan dematerialisasi Efek dapat dilakukan oleh
pihak-pihak tersebut.
Penerapan dematerialisasi Efek berupa saham ini akan berakibat juga kepada aset-aset
nasabah yang dititipkan kepada Kustodian namun Nasabah dimaksud kemudian tidak dapat
dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya untuk dipanggil agar memenuhi kewajibannya
kepada Kustodian (unclaimed assets).
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka masalah yang akan dikaji adalah:
Bagaimana penerapan dematerialisasi Efek berupa saham dalam industry Pasar Modal? Dan
Bagaimana penanganan terhadap aset-aset yang dititipkan di Kustodian, dalam hal akan
diterapkan dematerialisasi Efek, namun Nasabah dimaksud kemudian tidak dapat dihubungi
dan tidak diketahui keberadaannya untuk dipanggil agar memenuhi kewajibannya kepada
Kustodian (unclaimed assets)?
B. PEMBAHASAN
1. Penerapan Dematerialisasi Efek berupa Saham dalam Pasar Modal
Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian
Sentral- Efek Indonesia telah mengadakan sistem perdagangan tanpa warkat (scriptless trading)
berdasarkan Surat BAPEPAM No. S-406/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 tentang Imobilisasi
Saham dan Surat BAPEPAM No. S-1687/PM/2000 tanggal 10 Juli 2000 tentang Pelaksanaan
Scriptless trading tahap awal yang ditujukan kepada PT Bursa Efek Jakarta, PT Bursa Efek
Surabaya, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Tujuan dilaksanakannya scripless trading yaitu menciptakan perdagangan efek yang wajar,
teratur, dan efisien, meningkatkan likuiditas dan frekuensi transaksi perdagangan di bursa efek,
meningkatkan kualitas jasa kliring dan penyelesaian transaksi efek (menghindari gagal serah efek
dan gagal bayar efek, meningkatkan efisiensi, efektivitas serta keamanan dalam transaksi efek
(termasuk keamanan surat efek yang dapat rusak.hilang/terbakar/palsu), meningkatkan
kepercayaan dan memberikan perlindungan bagi investor dipasar modal, serta menghemat
energi serta biaya seperti materai, pencetakan surat efek, biaya administrasi.5
Dasar hukum penerapan scripless trading adalah Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan “Penyelesaian transaksi bursa dapat
dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah”.6 Sedangkan pada Penjelasan Undang-Undang Pasar Modal,
"penyelesaian pembukuan" (book entry settlement) adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang
Tjiptono Darmadji,Op.Cit., hlm.167.
Iman Syahputra,Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : Ghalia, 2008), hal 22.
6 Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
4
5
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timbul sebagai akibat adanya Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek
dari rekening Efek yang satu dan menambahkan Efek dimaksud pada rekening Efek yang lain
pada Kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik. Peralihan hak atas Efek
terjadi pada saat penyerahan Efek atau pada waktu Efek dimaksud dikurangkan dari rekening
Efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening Efek yang lain.
Oleh karena proses pemindahbukuan dilakukan secara elektronik (book entry settlement),
sehingga dalam perdagangan efek penyelesaian transaksinya tidak lagi menggunakan penyerahan
surat saham secara fisik. Bank Kustodian yang bertugas menyimpan saham yang diterbitkan
emiten dalam suatu pusat penyimpanan kolektif di bank kustodian.
Dalam Principles for Financial Market Infrastructures, IOSCO 2012, Dematerialisasi
Efek didefinisikan sebagai The elimination of physical certificates or documents of title that represent
ownership of securities so that securities exist only as accounting records.7 Dematerialisasi juga merupakan
salah satu prinsip yang mendasari pelaksanaan scripless trading dimana telah terjadi penghapusan
fisik sertifikat atau akta atau dokumen yang mewakili hak-hak atas saham-saham atau obligasiobligasi. Akibatnya Efek merupakan catatan dalam suatu register pemindahbukuan pada
penerbit (Issuer) atau dalam pusat depositori Efek.8
Dematerialisasi Efek bertujuan untuk meniadakan penyerahan fisik sertifikat efek dalam
proses penyelesaian transaksi dan menggantinya dengan proses pemindahbukuan. Dengan
dematerialisasi Efek, Efek dalam bentuk fisik sama sekali ditiadakan dan digantikan secara legal
dengan data elektronik. Dengan ini pelaku pasar tidak lagi mendapatkan sertifikat efek dalam
bentuk fisik.
Terdapat beberapa pihak-pihak yang dapat menunjang pelaksanaan dematerialisasi Efek
ini antara lain:
a. Kustodian9
Pihak yang memberikan jasa penitipan efek serta jasa lain termasuk menerima deviden,
bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening
yang menjadi nasabahnya.
b. Lembaga Kliring dan Penjaminan10
Lembaga Kliring dan Penjaminan merupakan salah satu lembaga pendukung
terselenggaranya kegiatan sistem pasar modal secara lengkap, selain Lembaga penyimpanan
dan penyelesaian. Lembaga ini yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan
penyelesaian transaksi bursa.11
c. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP)12
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian merupakan lembaga atau perusahaan yang
menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral (tempat penyimpanan terpusat) bagi bank
kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.
d. Perusahaan Efek13
Berdasarkan pasal 1 angka (21) undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal
yang dimaksud perusahaan efek adalah pihak yang melakukankegiatan usaha sebagai
penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manager investasi. Hal tersebut berarti
Committee on Payment and Settlement Systems - Technical Committee of the International
Organization of Securities Commissions, “Principle for Financial Market Infrastructures” April 2012.
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD377-PFMI.pdf . Diakses tanggal 7 Januari 2020.
7

8

Tjiptono Darmadji, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 24.
M. Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : Prenada, 2006), Hal 148.
11 Tjiptono Darmadji, Op Cit. Hal 17.
12 M. Irsan Nasrudin, Op Cit. Hal 150.
13 Tjiptono Darmadji, Op Cit. Hal 18.
9

10
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sebuah perusahaan efek dapat menjalankan salah satu, dua atau ketiga kegiatan usaha
tersebut, akan tetapi perusahaan efek dapat menjalankan usaha setelah mendapatkan ijin
dari Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu.
e. Bursa efek14
Berdasarkan pasal 1 angka (4) Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal,
bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan sistem dan/atau sarana untuk
mempertemukan penawaran beli dan jual efek pihak-pihak lain dengan tujuan
memperdagangkan efek diantara mereka. Perdagangan efek yang sah menurut undangundang adalah di bursa efek. Penyelenggara bursa efek haruslah perseroan yang telah
memperoleh ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.15
f. Biro Administrasi Efek
BAE merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten untuk melakukan
pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek dan
memberikan informasi terhadap perubahan kepemilikan.16 BAE yang bertugas menerima
pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir
Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana
dipersyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin
Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk memberikan penjatahan saham. Melakukan
dan memelihara administrasi pemesanan saham sesuai dengan sistem aplikasi komputer
yang tersedia pada BAE.17 BAE melakukan tugas-tugas seperti administrasi efek, transfer,
pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat sampai laporan
tahunan. BAE bertanggung jawab kepada emiten yang menggunakan jasanya. Pada
pelaksanaan dematerialisasi Efek, data kepemilikan Efek berupa saham dalam bentuk
warkat yang diadministrasikan di BAE akan digunakan untuk melakukan konversi menjadi
bentuk scripless.
Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, penerapan dematerialisasi efek dalam
pasar modal dapat meningkatkan cost untuk mendukung sistem Kustodian, tetapi dapat
meningkatkan penghematan biaya dalam perusahaan efek karena tidak diperlukan lagi tempat
penyimpanan fisik Efek, mengurangi risiko kekeliruan pencatatan (karena Efek tidak bergerak
secara fisik), tidak memerlukan ruangan khusus penyimpanan Efek, tidak memerlukan
pengangkutan saham ke KSEI, dan akan meringankan beberapa pekerjaan serah terima saham
secara fisik.
Selain daripada itu, kelebihan dari dematerialisasi efek berupa saham secara penuh dari
sisi Emiten adalah tidak diperlukan mencetak sertifikat saham. Hal ini menguntungkan dari sisi
biaya pencetakan sertifikat saham dalam jumlah besar pada saat IPO (Initial Public Offering).
Pelaksanaan Coorporate Action seperti pengeluaran saham bonus, pengeluaran dividen saham,
penawaran umum terbatas, penawaran umum kedua, konversi obligasi menjadi saham akan
lebih mudah dalam melakukan proses administrasinya.
Untuk investor sendiri dematerialisasi Efek dapat meminimalkan risiko Efek tersebut
hilang, tidak perlu menyimpan Efek atau menyewa safety box di Bank, adanya jaminan
penyelesaian transaksi tepat waktu, dan dana menjadi lebih likuid karena dapat sewaktu-waktu
mentransaksikan Efeknya.

14
15
16
17

Ibid. Hal 18
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
Ibid.
Ibid
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Bagi industri Pasar Modal, dematerialisasi efek dapat meningkatkan likuiditas pasar,
proses penyelesaian transaksi sederhana dan cepat sehingga memungkinkan penyelesaian
transaksi dalam volume besar dan tepat waktu, sehingga efektifitas dan efisiensi industri Pasar
Modal akan meningkat, meningkatkan faktor keamanan khususnya dalam penyelesaian
transaksi. Sehingga dengan hal-hal tersebut, meningkatkan image Pasar Modal Indonesia di mata
investor global.
Dengan diterapkannya sistem perdagangan scripless sejak tahun 2000, sebetulnya proses
dematerialisasi Efek berupa saham ini sudah dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI.
Namun dalam pelaksanaannya, proses konversi saham dari berbentuk warkat menjadi tanpa
warkat belum berjalan sepenuhnya. Hingga saat ini masih ada saham yang belum terkonversi
menjadi scriptless.
Salah satu yang menjadi kendala masih terdapat saham-saham berbentuk warkat adalah
regulasi yang belum mewajibkan saham yang diterbitkan Perusahaan Terbuka dicatatkan di
Bursa Efek dan masih dimungkinkannya penyelesaian transaksi saham secara fisik. Dalam Pasal
48 ayat (2)18 dan Pasal 5119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
tidak menyatakan secara khusus bahwa untuk perseroan terbatas yang telah melakukan
penawaran umum saham akan diatur secara khusus dalam peraturan pasar modal, dimana syarat
dan bukti kepemilikan saham didasarkan kepada “statement of account” dari pemegang rekening
efek KSEI dan/atau DPS yang diterbitkan BAE. Begitu pula dengan regulasi di bidang Pasar
Modal, yaitu dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal penyelesaian transaksi dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian
fisik, atau cara lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Pasal 55 UU Pasar Modal perlu
mengatur bahwa transaksi di bursa untuk saham tercatat hanya dapat dilakukan secara
elektronik. Selain daripada itu, perlu adanya ketentuan yang mengatur bahwa setiap emiten wajib
untuk menerbitkan saham dalam bentuk scripless dan wajib dititipkan pada Penitipan Kolektif
dalam Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Adapun terkait penyesuaian regulasi untuk mendukung penerapan dematerialisasi Efek
berupa saham, dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang sedang dimintakan tanggapan kepada masyarakat pada
tanggal 4 Februari 2020 melalui situs Otoritas Jasa Keuangan, OJK akan mengatur pihak yang
melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas untuk wajib mencatatkan Efek bersifat
ekuitasnya pada Bursa Efek. Dengan diwajibkan untuk mencatatkan Efeknya di Bursa Efek,
maka seterusnya saham-saham Emiten akan diterbitkan dalam bentuk scripless.
Dalam penerapan dematerialisasi efek ini perlu didukung dengan beberapa regulasi dan
kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam
pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah. Pada tanggal 28 Maret 2019, Otoritas
Jasa Keuangan telah meluncurkan program Simplifikasi Pembukaan Rekening Efek dan
Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
OJK, Hoesen, dalam Peresmian program penyederhanaan pembukaan rekening efek dan
rekening dana nasabah secara elektronik di Tahun 2019, hal ini merupakan dimulainya
implementasi penyederhanaan pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah secara
18 Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan
bahwa “Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang
ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
19 Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa
“Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan pula bahwa Pengaturan bentuk bukti
pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.
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elektronik dengan mensinergikan pemanfaatan customer due dilligence (CDD) pihak ketiga antara
bank-bank administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Perusahaan Efek.
Program Simplifikasi Pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah Secara
Elektronik ini telah diatur oleh OJK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)
Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan
Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan
Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Inisiatif penyederhanaan pembukaan Rekening Efek
dan Rekening Dana Nasabah tersebut merupakan dukungan terhadap Perusahaan Efek dalam
memberikan layanan transaksi kepada nasabah secara online. Jika sebelumnya, mekanisme on
boarding atau pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah masih dilakukan manual dan
memakan waktu lama, dengan terbitnya SEOJK ini akan memungkinkan Perusahaan Efek
memberikan layanan pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah lebih cepat dan
menjangkau wilayah yang luas. Dalam penyederhanaan pembukaan Rekening Efek dan
Rekening Dana Nasabah, Perusahaan Efek dapat memanfaatkan CDD yang telah dilakukan
Bank atas nasabahnya dan dapat digunakan sebagai basis CDD dalam pembukaan Rekening
Dana Nasabah bagi calon investor di Pasar Modal. Sehingga program penyederhanaan ini
diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi calon investor untuk melakukan transaksi efek di Pasar
Modal secara scripless.
Dalam penerapan dematerialisasi Efek yang perlu pula dijadikan perhatian adalah
terhadap aset-aset nasabah yang dititipkan kepada Kustodian namun Nasabah dimaksud
kemudian tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya untuk dipanggil agar
memenuhi kewajibannya kepada Kustodian (unclaimed assets). Penerapan dematerialisasi efek
membuat Efek-Efek yang tersimpan di Kustodian dalam bentuk warkat harus dikonversikan ke
dalam data elektronik. Namun hal tersebut akan mengalami hambatan dalam hal terdapat asetaset nasabah yang dititipkan kepada Kustodian namun Nasabah dimaksud kemudian tidak dapat
dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Hal ini mengingat dalam Pasal 45 UU Pasar
Modal dinyatakan bahwa “Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada
rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak
atas namanya.”
Hingga sekarang penanganan unclaimed asset di Kustodian belum terdapat regulasi yang
mengaturnya. Penanganan unclaimed asset perlu dibuatkan peraturannya untuk mendefinisikan
aset-aset mana yang masuk dalam kategori unclaimed asset dan bagaimana penanganannya
sehingga penerapan dematerialisasi Efek dapat berjalan.
2. Penanganan Terhadap Aset-Aset yang dititipkan di Kustodian, namun Nasabah
Dimaksud Kemudian Tidak Dapat Dihubungi dan Tidak Diketahui
Keberadaannya Untuk Dipanggil Agar Memenuhi Kewajibannya Kepada
Kustodian (Unclaimed Assets)
Penerapan dematerialisasi efek berupa saham dengan peniadaan bentuk fisik dan
digantikan secara legal dengan data elektronik akan menyentuh persoalan aset-aset nasabah yang
dititipkan di Kustodian namun nasabah dimaksud kemudian tidak dapat dihubungi dan tidak
diketahui keberadaannya untuk dipanggil agar memenuhi kewajibannya kepada Kustodian
(Unclaimed Assets).
Pemilik saham dalam bentuk warkat menitipkan Efek dalam bentuk warkat kepada
Kustodian, namun tidak diakui atau ditolak kepemilikannya oleh pemilik Efek yang terdaftar di
Kustodian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa alasan antara lain Efek dimaksud dianggap sudah
tidak bernilai oleh pemiliknya atau yang bersangkutan sudah mengalihkan kepemilikan Efeknya
kepada Pihak lain, namun transaksi tersebut tidak pernah diinformasikan kepada Kustodian
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untuk dicatatkan pemilik barunya, atau yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Hal yang
mungkin terjadi juga ketika Penerbit Efeknya sudah delisted dan tidak diketahui keberadaannya.
Penerbit Efek yang sudah delisted belum tentu badan hukumnya bubar, dengan demikian catatan
kepemilikan serta fisik dari Efek tersebut tidak dapat dimusnahkan oleh Kustodian.
Selama proses penitipan, hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi Kustodian antara
lain yaitu Nasabah tidak melakukan kewajibannya kepada Kustodian, antara lain membayar
biaya penitipan kepada Kustodian, dan mengingat Nasabah tidak dapat dihubungi dan tidak
diketahui keberadaannya, terdapat dana yang timbul dari pembayaran dividen yang disimpan
dalam Kustodian. Penyimpanan Efek tersebut menjadi beban usaha bagi Kustodian yang tidak
ekonomis karena tidak ada pemasukan biaya penitipan dari Nasabah dimaksud.
Di Amerika, semua institusi keuangan termasuk perusahaan Efek diwajibkan untuk
melaporkan mengenai aset yang dianggap unclaimed setelah memenuhi jangka waktu tertentu
yang diatur dalam undang-undang (pada umumnya selama 5 tahun). Sebelum suatu aset
dkategorikan unclaimed, Kustodian diwajibkan untuk mengusahakan secara best effort untuk
menghubungi Nasabah tersebut. Jika Nasabah tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya
dan tidak dapat dhubungi, maka Kustodian wajib melaporkan kepada Negara mengenai status
assets tersebut. Setelah memenuhi proses tertentu, assets tersebut akan dikategorikan sebagai milik
Negara dan berstatus "escheatment". Dalam proses "escheatment", Negara akan membekukan
assets tersebut hingga pemiliknya menyampaikan klaim. Negara diperkenankan untuk menjual
assets tersebut dan memperlakukannya sebagai assets milik negara. ketika pemiliknya
mengajukan klaim, maka Negara hanya akan mengembalikan kepada pihak tersebut sejumlah
uang yang senilai dengan harga assets tersebut pada tanggal assets tersebut berstatus
"escheatment". Uang tersebut tidak termasuk dividen atau bunga yang timbul selama berstatus
"escheatment".20
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penanganan terhadap harta seseorang
yang tidak diketahui keberadaannya sebenarnya telah diatur, yaitu dalam Pasal 463 yang berbunyi
sebagai berikut:
"Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam
urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu,
ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur
pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan
pihak-pihak yang berkepentingan, atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang
yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barangbarang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak
sebagai wakilnya."
Dari ketentuan tersebut, dapat dimaknai bahwa harta seseorang yang tidak diketahui
keberadaannya harus dialihkan kepada Negara melalui Balai Harta Peninggalan, dengan
persyaratan sebagai berikut:
a. pemilik aset tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada pemberian kuasa pengelolaan aset
atas namanya kepada Pihak ketiga;
b. terdapat keadaan yang mendesak terhadap pengelolaan unclaimed assets;
c. terdapat permohonan dari Pihak-pihak yang berkepentingan, atau atas tuntutan kejaksaan;
d. permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemilik aset tidak
diketahui keberadaannya;

20

http://www.sec.gov/answers/escheat.htm
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e.

berdasarkan permohonan tersebut di atas, Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan
dengan memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola unclaimed assets untuk dan
atas nama pemilik asset tidak diketahui keberadaannya tersebut.
Dalam menentukan pemilik aset apakah dapat disebut sebagai "Pihak yang tidak hadir"
(afwezigheid), harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:
a. Pihak tersebut tidak melakukan pengkinian data sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah
Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal;
b. Berdasarkan alamat terakhir yang diinformasikan oleh Nasabah, Nasabah tersebut tidak
dapat dihubungi dan tidak bertempat tinggal di alamat tersebut serta tidak diketahui
keberadaannya. Justifikasi dari kategori ini harus berdasarkan usaha dari Kustodian yang
menyimpan aset tersebut, yaitu berdasarkan penyampaian surat atau panggilan dalam jangka
waktu tertentu.
c. Dalam hal telah dilakukan panggilan melalui alamat terakhir yang terdaftar di Kustodian
(minimal tiga kali pemanggilan yang masing-masing tenggangnya paling cepat tiga bulan),
maka dilakukan pengumuman melalui media yang dapat diketahui oleh publik. Adapun
pengumuman ini dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun. (jangka waktu ini digunakan
dengan membandingkan ketentuan mengenai "pernyataan barangkali meninggal dunia"
dalam Pasal 467-471 KUHPerdata).
d. Selama jangka waktu 3 (tiga) kali 3 (tiga) bulan (berarti 9 bulan) ditambah 5 (lima) tahun
masa pengumuman tidak ada klaim, maka harta atas Nasabah tersebut dapat dikategorikan
unclaimed assets.
Dalam menentukan keadaan mendesak atau tidak, harus diperhatikan mengenai sejauh
mana beban Kustodian dalam menyimpan unclaimed assets tersebut. Hal ini mengingat
keberlangsungan Kustodian sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan industri Pasar
Modal Indonesia, karena industri Pasar Modal Indonesia dibangun dari kepercayaan masyarakat.
Dalam hal Kustodian memiliki beban besar sehingga mengurangi daya saing dengan Kustodian
lainnya, maka kepercayaan masyarakat akan turun dengan mengalihkan kepercayaannya kepada
negara lain yang kepastian keberlangsungan usahanya sudah dijamin melalui kebijakan dan
peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah. Berdasarkan data di atas, terdapat kurang lebih 1
(satu) Triliun Rupiah aset yang dapat dikategorikan sebagai unclaimed assets, semakin besar
jumlah unclaimed assets, semakin besar pula risiko usaha dan hukum menyimpan aset tersebut.
Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut, dan dengan memenuhi jangka waktu di atas,
seharusnya kategori "keadaan mendesak" ini dapat terpenuhi.
Mengenai siapa yang berkepentingan, harus dilihat secara menyeluruh. Yang
berkepentingan secara langsung adalah Kustodian, namun jika masing-masing Kustodian
mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, betapa banyaknya sumber daya dan biaya yang
akan dikeluarkan oleh seluruh Kustodian untuk menangani dan menyelesaikan unclaimed assets
ini. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu Pihak yang sangat
berkepentingan untuk menjaga industri Pasar Modal tetap berlangsung dan menjadikan sebagai
pilar ekonomi Negara, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, kejaksaan merupakan salah satu Pihak yang
memang diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan mengenai hal di atas,
sebagaimana memang ditentukan dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata di
atas.
Mengenai permohonan harus disampaikan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal
pemilik aset tidak diketahui keberadaannya, data yang disampaikan Partisipan, akan
dikategorikan per wilayah kedudukan Nasabah. Berdasarkan data tersebut, OJK dapat
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mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Nasabah berdasarkan
data terakhir dari Nasabah tersebut. Namun demikian, jika hal ini akan diimplementasikan, perlu
dipertimbangkan seberapa besar usaha dan sumber daya yang akan dikerahkan untuk melakukan
proses ini.
Berdasarkan permohonan tersebut di atas, Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan
dengan memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola unclaimed assets untuk dan atas
nama pemilik asset tidak diketahui keberadaannya tersebut. Namun baik telah ada penetapan
dari pengadilan pelaksanannya saat ini belum memungkinkan karena terdapat beberapa kendala
antara lai keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari Balai Harta Peninggalan sendiri
mengenai pengelolaan Efek, baik dalam bentuk warkat maupun elektronik. Selain itu, peraturan
yang mendasari operasional dari Balai Harta Peninggalan sendiri pun belum memungkinkan
untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Efek.
Dalam hal penanganan unclaimed assets berupa Efek warkat, terdapat beberapa kendala
dalam penerapannya antara lain yaitu terdapat pembebanan biaya Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) untuk pengurusan harta oleh Balai Harta Peninggalan, yaitu sebesar 7% dari total
harta yang diurus oleh Balai Harta Peninggalan untuk penyelesaiannya, dan 0,25% per bulan
dari total harta yang diurus oleh Balai Harta Peninggalan untuk pengelolaannya.21 Penanganan
unclaimed assets ini seharusnya tidak akan hanya ditangani dalam rangka dematerialisasi Efek saja,
namun juga terhadap asset-aset berupa dana maupun Efek dalam bentuk scripless. Sehingga biaya
PNBP tersebut akan sangat mahal bagi industri Pasar Modal.
Selain pembebanan biaya PNBP, belum diatur mengenai pengurusan harta dalam
bentuk Efek, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik dan Balai Harta Peninggalan belum
diberikan kewenangan mengenai pelaksanaan penjualan harta dalam bentuk Efek baik dalam
bentuk fisik maupun elektronik, untuk penyelesaian unclaimed assets. Selain itu, penjualan
unclaimed assets hanya dapat dilakukan setelah 1/3 abad (33 tahun) setelah diurus oleh Balai Harta
Peninggalan.22
Penanganan dan penyelesaian terhadap penolakan suatu harta titipan oleh pemiliknya
sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1726 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut
ini:
"Si penerima titipan yang mempunyai alasan yang sah untuk membebaskan diri dari barang
yang dititipkan, meskipun belum tiba waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian, juga
berkuasa mengembalikan barangnya kepada orang yang menitipkan atau jika orang ini
menolaknya, meminta izin Hakim untuk menitipkan barangnya di suatu tempat lain."
Dari ketentuan tersebut, secara formal, maka suatu harta titipan yang ditolak
kepemilikannya oleh pemiliknya, dapat dialihkan kepada Negara melalui Balai Harta
Peninggalan, dengan persyaratan sebagai berikut:
a. ada perjanjian penitipan;
b. ada penolakan dari pemilik;
c. ada permohonan dari Pihak yang dititipkan ke Pengadilan Negeri;
d. ada Pihak ketiga yang menerima pengalihan penitipan.

21 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak
22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 jo. Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Nomor M.02- HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan izin Pelaksanaan Penjualan Harta
Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada
Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan
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Terkait unsur “ada perjanjian penitipan”, dalam hubungan antara Nasabah dengan
Kustodian, dasar dari penyimpanan Efek adalah perjanjian rekening Efek, yang nature-nya adalah
perjanjian penitipan. Oleh karena itu, dalam hal terdapat penolakan harta titipan oleh pemilik,
Kustodian harus mempersiapkan perjanjian rekening Efek yang telah ditandatangani oleh
Nasabah tersebut. Selain itu, dibutuhkan juga identitas Nasabah tersebut untuk menentukan
locus dari permohonan pengalihan penitipan kepada Pengadilan Negeri.
Unsur “ada penolakan dari pemilik” Penolakan harta titipan dari Nasabah dalam hal ini,
sebenarnya bukan sepenuhnya penolakan atas kepemilikan. Penolakan dalam hal ini dapat
dikategorikan sebagai penolakan karena merasa tidak pernah memiliki dan penolakan karena
merasa aset tersebut sudah tidak bernilai.
Penolakan karena merasa tidak pernah memiliki terjadi karena identitas yang
bersangkutan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh Efek. Contohnya adalah
dalam proses pemesanan dan penjatahan pada Penawaran Umum. Mengingat terdapat batasan
dalam melakukan pemesanan dan penjatahan, maka Pihak dimaksud menggunakan identitas
Pihak lain sebagai nominee, agar ketika penjatahan memperoleh lebih banyak Efek. Sedangkan
Penolakan karena aset di dalam rekening Efek dianggap sudah tidak bernilai lagi, yang
disebabkan antara lain jumlah Efek yang sudah odd lot, Efek tersebut sudah delisted, Penerbit
Efek sudah tidak diketahui keberadaannya, atau harga Efek tersebut sudah kecil. Selain itu
Nasabah dimaksud tidak mau melakukan penutupan rekening Efek.
Terhadap kedua penolakan tersebut, maka dibutuhkan pernyataan penolakan dari
Nasabah bersangkutan, atau Kustodiannya. Apabila Nasabah tersebut tidak mau menyampaikan
pernyataan penolakan atas aset tersebut, maka harus didukung oleh bukti lain, misalnya saksi.
Bagi Kustodian, pernyataan penolakan tersebut mungkin sulit. Alternatifnya maka, harta
tersebut dianggap unclaimed assets setelah dilakukan proses sebagaimana unclaimed assets yang
berasal karena pemiliknya tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal Kustodian telah memiliki
pernyataan penolakan dari Nasabah, atau pernyataan dari Kustodian sendiri yang didukung
bukti lain seperti saksi, maka Kustodian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri,
sebagai dasar pengalihan penitipan kepada Pihak ketiga.
Namun, jika melihat Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar
Modal, yang memperbolehkan Kustodian untuk mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat
pada rekening Efek hanya atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi
wewenang untuk bertindak atas namanya,23 maka Pasal 1726 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata tidak dimungkinkan jika tidak ada instruksi dari Nasabah dimaksud.
Penanganan permasalahan unclaimed assets belum terdapat regulasi yang khusus mengatur
selain ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, peran Otoritas
Jasa Keuangan yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam
sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, diharapkan dapat mendukung kepentingan
sektor jasa keuangan nasional.
Dengan tugas dan kewenangannya yang diberikan dari Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu tugas pengaturan dan pengawasan terhadap
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan wewenangnya menetapkan peraturan dan
keputusan terhadap kegiatan jasa keuanga di sector Pasar Modal, maka Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), seharusnya berwenang mengatur dan mengawasi aset-aset yang dianggap unclaimed, tidak
hanya untuk melindungi masyarakat sebagai pemodal, tetapi juga Pihak-pihak terkait seperti
23

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
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Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek yang terlibat
langsung dalam penyimpanan unclaimed assets.
Pengaturan terhadap unclaimed asset diharapkan dapat mengatur ruang lingkup apa saja
yang dimaksud dengan unclaimed assets dan penetapan tersebut dapat dilakukan oleh Kustodian.
Ruang lingkup unclaimed assets dapat dilihat dari:
a. Pihak tersebut tidak melakukan pengkinian data sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah
Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal;
b. Berdasarkan alamat terakhir yang diinformasikan oleh Nasabah, Nasabah tersebut tidak
dapat dihubungi dan tidak bertempat tinggal di alamat tersebut serta tidak diketahui
keberadaannya. Justifikasi dari kategori ini harus berdasarkan usaha dari Kustodian yang
menyimpan aset tersebut, yaitu berdasarkan penyampaian surat (ada bukti pengiriman) atau
panggilan dalam jangka waktu tertentu.
c. Dalam hal telah dilakukan panggilan melalui alamat terakhir yang terdaftar di Kustodian
(minimal tiga kali pemanggilan yang masingmasing tenggangnya paling cepat tiga bulan),
maka dilakukan pengumuman melalui media yang dapat diketahui oleh publik. Adapun
pengumuman ini dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun. (jangka waktu ini digunakan
dengan membandingkan ketentuan mengenai "pernyataan barangkali meninggal dunia"
dalam Pasal 467-471 KUHPerdata).
d. Selama jangka waktu 3 (tiga) kali 3 (tiga) bulan (berarti 9 bulan) ditambah 5 (lima) tahun
masa pengumuman tidak ada klaim, maka harta atas Nasabah tersebut dapat dikategorikan
unclaimed assets.
Selain mengatur mengenai penetapan sebagai unclaimed assets, perlu memberikan
kewenangan Kustodian untuk dapat mengalihkan Unclaimed Assets Kepada pihak ketiga yang
ditunjuk oleh OJK untuk mengadministrasikan, menyelesaikan, serta memanfaatkan Unclaimed
Assets untuk kepentingan negara. mengingat dalam Pasal 45 UU Pasar Modal dinyatakan bahwa:
"Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas
perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya."
Mengingat belum ada penjelasan mengenai frase “…Pihak yang diberi wewenang untuk
bertindak atas namanya.”, maka berdasarkan kewenangan OJK untuk mengatur dan untuk
menghilangkan hambatan tersebut, OJK dapat memberikan kewenangan kepada Kustodian
untuk dapat mengalihkan unclaimed assets kepada Pihak ketiga yang ditunjuk oleh OJK untuk
mengadministrasikan, menyelesaikan, serta memanfaatkan unclaimed assets untuk kepentingan
Negara, dengan memenuhi persyaratan tertentu.
Terkait dengan Pihak ketiga yang saat ini ada dan berwenang untuk melakukan
penanganan dan penyelesaian unclaimed assets adalah Balai Harta Peninggalan. Namun mengingat
keterbatasan yang dimiliki Balai Harta Peninggalan, OJK seharusnya dapat menetapkan Pihak
ketiga pengganti, baik sifatnya sementara atau khusus dibentuk untuk industri Pasar Modal, agar
penanganan dan penyelesaian unclaimed assets dapat segera dilaksanakan. Penetapan, penunjukan,
atau pembentukan Pihak ketiga dimaksud, adalah memang kewenangan OJK sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
untuk mengatur dan mengawasi keberlangsungan industri keuangan. Konsep ini sebenarnya
sudah dilakukan oleh OJK dengan sendiri seperti pembentukan Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal, atau pemberian izin usaha baru bagi PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait masih dibutuhkannya penetapan pengadilan sebagaimana dipersyaratkan oleh
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengingat penetapan pengadilan adalah suatu proses
yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar, diharapkan dengan kewenangan
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OJK untuk mengatur suatu hal khusus yang kaitannya dengan kegiatan jasa keuangan di industri
Pasar Modal, OJK dapat melakukan penyederhanaan dalam proses tersebut.
Selain dari pada penanganan atas Unclaimed assets, perlu mewajibkan Emiten untuk
mendaftarkan seluruh efek yang diterbitkannya di KSEI, Emiten yang tercatat di bursa efeknya,
diwajibkan untuk menerbitkan efeknya dalam bentuk scripless. Hal ini untuk mengurangi risiko
tidak tercatatnya pemindahbukuan efek di Daftar Pemegang Saham, dan untuk mempermudah
pengawasan pemindahbukuan Efek yang diterbitkan oleh Emiten tertentu. Hal ini perlu
dipertimbangkan untuk diatur dalam perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal, sehingga apabila ini telah telah dilakukan, maka catatan atas unclaimed assets
akan tersentralisir dalam sistem KSEI.
C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Proses penerapan dematerialisasi Efek berupa saham secara penuh pada industri Pasar
Modal perlu didukung dengan regulasi yang memadai yaitu dengan mengatur pihak yang
melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas untuk wajib mencatatkan Efek bersifat
ekuitasnya pada Bursa Efek. Dengan diwajibkan untuk mencatatkan Efeknya di Bursa Efek,
maka seterusnya saham-saham Emiten akan diterbitkan dalam bentuk scripless. Selain perlu
didukung dari sisi regulasi, KSEI, BAE, dan Emiten yang bersangkutan perlu melakukan
proses integrasi data kepemilikan saham, sehingga pada saat penerapan dematerialisasi tidak
terjadi ketidakcocokan data yang dimiliki KSEI, BAE, dan Emiten tersebut. Hal ini penting
untuk menentukan bukti kepemilikan atas Efek milik pemegang saham. Untuk
melaksanakan penerapan dematerialisasi Efek juga memerlukan stimulus-stimulus agar
investor tertarik kepada perdagangan tanpa warkat, salah satunya yaitu dengan
menyederhanakan proses pembukaan rekening efek dan rekening dana nasabah
sebagaimana telah diakomodir dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)
Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan
Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek yang Melakukan
Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
b. Dalam proses penerapan dematerialisasi efek berupa saham akan menyentuh persoalan
unclaimed assets atas Efek warkat yang dititipkan di Kustodian, karena nantinya sertifikat fisik
Efek akan digantikan dengan dokumen elektronik. Bahwa unclaimed assets yang terdapat
di Kustodian menjadi beban usaha bagi Kustodian yang tidak ekonomis karena tidak ada
pemasukan biaya penitipan dari Nasabah dimaksud. Dalam penanganan unclaimed asset perlu
pengaturan khusus terkait dengan unclaimed assets berupa Efek yaitu penetapan ruang lingkup
unclaimed assets, pemberian kewenangan kepada KSEI u ntuk dapat mengalihkan unclaimed
assets kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh OJK untuk mengadministrasikan,
menyelesaikan, serta memanfaatkan Unclaimed Assets untuk kepentingan negara pihak ketiga.
Penetapan pihak ketiga yang berwenang melakukan penanganan dan penyelesaian unclaimed
assets diperlukan pula mengingat keterbatasan Balai Harta Peninggalan terkait efek baik
warkat maupun tanpa warkat. Selanjutnya, untuk menyederhanakan proses penanganan
unclaimed assets, perlu diatur pula bahwa penetapan unclaimed asset tidak memerlukan
penetapan pengadilan terlebih dahulu.
2. Saran
a. Untuk mengakomodir penerapan dematerialisasi efek berupa saham secara penuh di sektor
Pasar Modal, perlu didukung dengan regulasi yang memadai yaitu mewajibkan Emiten yang
melakukan Penawaran Umum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek dan
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mengadministrasikan sahamnya di Penitipan Kolektif KSEI. Selain itu, diperlukan stimulusstimulus lainnya seperti insentif biaya penyimpanan Efek di KSEI agar menarik para
investor untuk mengadministrasikan Efeknya di KSEI, serta mengadakan sosialisasi kepada
investor akan kelebihan-kelebihan memiliki saham tanpa warkat.
b. Salah satu hal yang diutamakan dalam penanganan dan penyelesaian unclaimed assets adalah
kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bagi investor dalam bertransaksi di Pasar
Modal. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengatur hal ini untuk menerapkan
dematerialisasi efek berupa saham secara penuh. Oleh karena hal tersebut, Otoritas Jasa
Keuangan sesuai kewenangannya untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan
di sektor Pasar Modal diharapkan dapat menindaklanjuti permasalahan penanganan dan
penyelesaian unclaimed assets.
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